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ABSTRAK UMUM

Lembaga Kemasyarakatan sebagai lembaga atau wadah
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan  mitra  Pemerintah  Kelurahan  melaksanakan
pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan memiliki
peran yang sangat strategis dalam melaksanakan pemberdayaan
masyarakat. Hal ini dikarenakan Lembaga Kemasyarakatan
memiliki posisi yang berada di tengah-tengah masyarakat sehingga
dapat berbaur dengan kehidupan warga masyarakat, dengan
demikian Lembaga Kemasyarakatan dapat mengerti dan
memahami yang dibutuhkan warga masyarakat yang dilayaninya.

Sehubungan itu Lembaga Kemasyarakatan harus
memiliki kapasitas secara individual maupun manajemen
kelembagaan agar mampu berperan memberdayakan masyarakat.
Peningkatan kapasitas secara individual maupun menejemen
kelembagaan yang demikian dianggap penting agar kualitas kinerja
mereka dapat mempengaruhi secara langsung keberhasilan dalam
melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat menempatkan
masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan
diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses
pembangunan. Warga masyarakat merupakan sosok manusia utuh
yang aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan
berusaha. Dalam kerangka pikir (mindset) demikian upaya
pemberdayaan harus diarahkan pada tiga hal, yaitu Pertama, agar
mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki,
mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang
dihadapinya, sekaligus mendorong agar memiliki agenda-agenda
penting dan melaksanakannya demi pengembangan potensi dan
menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi. Kedua,
memperkuat daya yang dimilikinya dengan berbagai macam
masukan maupun pembukaan akses menuju berbagai peluang.
Penguatan disini meliputi penguatan pada modal manusia, modal
alam, modal finansial, modal sarana dan prasarana maupun modal
sosial yang mereka miliki. Ketiga, mendorong terwujudnya tatanan



struktural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah
tidak semakin lemah justru semakin kuat, mencegah persaingan
yang tidak sehat serta meningkatkan komunikasi demi kemajuan
dimasa yang akan datang.

Dalam Peraturan Daerah ini, antara lain mengatur
mengenai pembentukan dan penataan Lembaga Kemasyarakatan
yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan tujuan
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan masyarakat, pengembangan kemitraan,
tugas fungsi, tata kerja, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
pendanaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, dengan
demikian memberikan kejelasan masing-masing pemangku
kepentingan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan merupakan lembaga yang
memiliki peran strategis sebagai mitra Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, guna
meningkatkan penguatan dan optimalisasi peran Lembaga
Kemasyarakatan, perlu mengatur mengenai Pembentukan dan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan,;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3500);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1.

N o a b

BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 3 (tiga) Pasal
Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 Maksud ditetapkannya
Peraturan Daerah, dan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya

Peraturan Daerah.

. BAB 1II JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN terdiri dari

1(satu) Pasal,

BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
terdiri dari 20 (duapuluh) Pasal dan 5 (lima) Bagian.

BAB IV MASA BAKTI terdiri dari 1 (satu) Pasal.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN terdiri dari 2 (dua) Pasal.

BAB VI HUBUNGAN KERJA terdiri dari 1 (satu) Pasal.

BAB VII PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
terdiri dari 1 (satu) Pasal.

BAB VIII PENDANAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.



CATATAN

9. BAB IX PEMBINAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
10. BAB X KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari 3 (tiga) Pasal.

11.

Pasal 32 (1) Lembaga Kemasyarakatan Lembaga
Kemasyarakatan yang telah terbentuk pada saat berlakunya
Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya. (2)
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang telah terbentuk
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjabat
sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan.

Pasal 33 Semua ketentuan yang mengatur mengenai
pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum
diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal
34 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 1 (satu) Pasal.

Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Perda ini berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2018

Perda ini diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2018
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 10,
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI
JAWA TENGAH: (17/2018)
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